
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pendapatan Daerah 
Kota Kendari; 

b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Sadan 
Pendapatan Daerah Kota kendari yang berlaku saat ini 
perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa Peraturan Wall Kota Nomor 28 Tahun 2022 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Pendapatan Daerah Kota Kendari sudab tidak sesuai 
dcngan perkernbangan hukum sehingga perlu dilakukan 
penyesuaian; 

d. bahwa untuk membcrikan arah, landasan dan kepastian 
hukum dalam penataan Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sadan Pendapatan Daerah Kota Kendari, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Rota tcntang Susunan 
Organsasi dan Tata. Kerja Sadan Pendapatan Daerah Kota 
Kendari; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkal II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

::I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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(1) Bidang Pendapatan Wilayah I mcmpunyai tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan, serta melaksanakan 

kegiatan proses pemungutan pajak daerah yang dikelolanya; 
b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan 

pemungutan PAD yang dikelolanya; 
c. mengcvaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang 

dikelolanya; dan 
d. menyusun laporan pemungutan pajak secara berkala. 

(2) Bidang Pendapatan Wilayah 1 mengelola pendapatan pajak barang dan 
jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau minuman, tcnaga 
listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan. 

(3) Bidang Pendapatan Wilayah T dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Sekretaris. 

(4) Bidang Pendapatan Wilayah I dalarn melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan 

yang dikelolanya; 
b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak daerah yang dikclola; 
c. pelaksanaan pendataan, penetapan, penagihan, verilikasi, evaluasi 

dan pelaporan dalam rangka pcmungutan pajak yang di.kelolanya; 
d. pemberian layanan t.eknis dan administrasi terhadap keberatan dan 

tind.ak lanjut pelanggaran pajak; 
e. Pendaftaran dan penonakti:fan atau penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak Daerah; 

Pal>-al 13 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wall Kota Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 
(Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), clan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 
13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal T 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAL! KOTA NOMOR 28 
TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASl DAN TATA 
KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan 
Daerah Kota Kendari (Bcrita Daerah Kota Kendari Tahun 
2022 Nomor 28). 



(1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai 
tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka 
pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas pemungutan 
pajak barang dan jasa tertentu yang meliputi makanan dan/atau 
minu.man, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa 
kesenian dan hiburan. 

(2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan. Wilayah I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Bidang Pendapatan Wilayah L 

(3) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kcgiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan; 

Pasal 16 

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi 
sebagai berikui: 

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan wilayah 1 melaksanakan 
penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran 
dan pendataan atas pemungutan pajak barang dan jasa tercentu yang 
meliputi makanan dan/ atau rninuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, 
jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. 

(2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan wilayah I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidangyang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah 
I. 

(3) Sub Bidang Pendaftaran clan Pendataan Wilayah I dalam 
melaksanakan rugas sebagairnana dimaksud ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan; 
b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek pajak baru dan 

potensi pajak; 
c. pendaftaran dan penonaktifan atau penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak Daerah; 
d. pelaksanaan pengawasan dan vcrlfikasi laporan SPTPD; 
e. pemutahiran data objek atas pajak yang terutang serta data potensi 

secara berkala; 
f. pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak; dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan Jain yang diberikan olch atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai beri.kut: 

i. pelaksanaan verifikasi terhadap pendataan, perhitungan dan 
penetapan pajak yang terutang; dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 15 



[I] Bidang Pendapatan Wilayab TT, mcmpunyai tugas: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan serta 

melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah yang dikelolanya; 

b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan 
pemungutan PAD yang dikelolanya; 

c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang 
dikelolanya; dan 

d. menyusun laporao pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
secara berkala. 

(2) Bidang Pendapatan Wilayah ll mengelola pendapatan yang meliputi 
pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan 
batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, 
opsen bea balik nama kendaraan bermotor serta retribusi pemakaian 
kekayaan daerah. 

(3) Bidang Pendapatan Wilayah ll dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan 
rnelalui Sekretaris. 

(4) Bidang Pendapatan Wilayah II dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan 

yang dikelolanya; 
b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan retribusi daerah; 
c. pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan, penagihan, verifikaai, 

evaluasi dan pelaporan dalarn rangka pemungutan pajak dan 
retribusi daerah yang dikelolanya; 

d. pemberian layartan teknis dan adrninistrasi terhadap keberatan dan 
tindak lanjut pelanggaran pajak daerah; 

e. pengarahan dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah; 

I, pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan 
pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan 

Pasal 17 

4. Ketentuan Pasal 17 ayat ('2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai 
berikut: 

b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD 
rneliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat 
paksa, penagihan dengan surat perintah mclaksanakan penyitaan, 
penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus; 

c. pelaksanaan rekonsiliasi terhadap penyetoran pajak ke Kas 
Daerah /Bendahara Penerima; 

d. pelaksanaan koordinasi dalarn rangka penetapan pajak yang 
terutang; 

e. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak yang terutang; 
f. penyusunan laporan penagihan dan realisasi pajak barang dan jasa 

tertentu yang meliputi makanan dan/ atau minuman, tenaga listrik, 
jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan; dan 

g. pelaksanaan tugas ked.inasan lain yang diberikan oleh atasan baik 
lisan rnaupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



(1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II 
mempunyai tugas rnelaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam 
rangka pelaksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas 
pemungutan pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan 
logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan 
bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, dan retribusi 
pemakaian kekayaan daerah. 

(2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah 11 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang 
Pendapatan Wilayab n. 

(3) Sub Bidang Penagihan, Verifi.kasi dan Pelaporan Wilayah Il dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 

Pasal 20 

6. Ketentuan Pasal20 ayat ( 1) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah 11 mempunyai tugas 
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka 
pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas paja.k reklame, pajak air 
tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung 
walet, opsen pajak kendaraan bermoto:r, opsen bea batik nama 
kenda:raan bermotor, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah, 

(2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan W.ilayah n sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah 
n. 

(3) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah 11 dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan; 
b. pelaksanakan pendaftaran dan pendataan objek pajak baru serta 

potensi pajak dan :retribusi; 
c. pendaftaran dan penonaktifan atau penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ; 
d. pelaksanaan pengawasan dan verifikasi Iaporan SKPD dan SKRD; 
e. pernutakhiran data objek pajak yang terutang serta data potensi 

secara berkala; 
f. pelaksanaan pembukuan data objek pajak dan wajib pajak yang 

dikelola; dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 
sebagai berikut : 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan bai.k 
lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

• 

Pasal 19 



Ill dalam 
( 1), ayat 

(2) 

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah UI mempunyai tugas 
melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka 
pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan BPHTB 
dan PBB-P2. 
Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wtlayah 111 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh Kcpala Sub Bidangyang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendapatan Wilayah 
m. 

(3) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan; 
b. pendaftaran dan pcnonaktifan atau penghapusan Nomor Objek 

Pajak PBB-P2; 
c. pelaksanakan verifikasi secara teknis dan administrasi atas pajak 

yang dikelola; 
d. pemutakhiran data objek pajak yang terutang serta data potensi 

sccara berkala; 
e. pelaksanaan pengawasan dan verifikasi laporan SSPD BPHTB; 
f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pendataan dan 

pemutakhiran data PBB-P2; 
g. pelaksanaan pembukuan data objek pajak dan wajib pajak; dan 
h. pelaksanaan rugas kedinasan lain yang cliberikan oleh atasan baik 

Iisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 23 

7. Ketentuan Pasal 23 aya.t (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai 
berikut: 

a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan; 
b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan 

SKPD/SKRD atau alat tagih pajak dan retribusi lainnya yang sah 
meliputi penagihan dengan surat teguran, penagihan dengan surat 
paksa, penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan, 
penagihan dcngan surat perintah penagihan sekctika dan 
seka:ligus; 

c. pc1aksanaan rekonsiliasi t.erhadap penyetoran pajak dan retribusi 
ke Kas Daerah/Bendahara Penerima; 

d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang 
terutang; 

e. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang 
terutang; 

f. penyusunan laporan penagihan dan realisasi pajak reklame, pajak 
air tanah, pajak mineral bukan Jogam dan batuan, pajak sarang 
burung wallet, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea batik 
nama kcndaraan bermotor, dan retribusi pemakaian kekayaan 
daerah; dan 

g. pelaksana.an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 
lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



NOMOR >f 

4 \< "1\:o~ H~'t w,,. 
Diundangkan di Kendari 
pada tangga11 (~- l'2-- - '2c>t.'.} 

S DAERAH KOTA KENDARl 

1~1/UNIT KERJA PARA F 

"'~ •fJrt~ ft;;;:~~~~ 
l \<:II, . ~"~ ~~ 
3 f~ 

RAF KOORDINASI Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, ( f - (2.- - '2,0 i) 
~~ 
Pj:-- , OTA KENDARI 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Pasal II 

(1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah ill 
mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam 
rangka pela ksanaan penagihan, verifikasi dan pelaporan atas 
pemungutan BPHTB dan PBB-P2. 

(2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah m 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang 
Pendapatan Wilayah m. 

(3) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah Ill dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad ayat [I}, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan program kegiatan penaginan, verifikasi dan 

pelaporan; 
b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SPPT 

atau alat tagih pajak lainnya yang sah; 
c. pelaksanaan rekonsillasi terhadap penyetoran pajak dan retribusi 

ke Kas Daerah/Bendahara Penerima; 
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang 

terutang; 
e. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak yang terutang; 
f. penyusunan laporan penagihan dan realisa.si BPHTB dan PBB-P2; 

dan 
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

bai.k Iisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 24 

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 
berikut: 

I I 
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